WALIKOTA BIMA

PROVINSL NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR Yl TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUR TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN

Memmbang

Mengingat

PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

WALIKOTA BIMA,

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
i kota Bima serta mendukung penyvediaan anggaran
pangan pemerintah daerah sebagai bagian dar sub
sistem cadangan pangan nasional, perlu menvusun
Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan
Pemerintah daerah yang dapat memberikan arah dan
tujuan vang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan
aperasional cadangan pangan pemerintah kKota Bima;

bhahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan  Walikota tentang Petunjuk  Teknis
Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
heuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tabun 2003 Nomor 47, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355};
Undang-undang WNomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambhaan Lembaran Negara Nomor
4438);




10.

LY.

12,

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Ne gara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomeor 6, Tambahan Negara Nomor 5680);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Pertanian Negeri Nomor 65 Tahun
2010 tentang Standar Pelavanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan Porpinsi dan Kabupaten /Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
670);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
3086);

Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan meneteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakvat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan
Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;



Menetapkan

Pevait iy Dyl Keatin Do Masenor s Tabione 20007
tentinng Pokol Polok Penpeloboin Beuanpan Dioena
(Lembaran Dinerah Kota Boma Tabhan 20107 Nomear 749,
sebhaparnann telnh  divbah beberapa kol terachog
denpan Peranturnn Daetah Kota Buna Nomaor 1 Tabun
2000 tentang Perubabon Kedun alas Peraturan
Daerah Kot Bama Nomor 6 Tahan 2007 twentiang

Pokok pokohk Penpeloln Keusingezan | psaesrsi by
(Lembaran Daoerah kota Buna Tahun 2016 Names
16:1);

Peraturan Walikotan Bima Nomor 47 Tahun 2016
tentinng kedudukan, Susunan Organisast, Tupas dan
Funpgsi, Serta Tata Kena  Dinas Ketahanan Panpan

(Berita Daeranh Kota Bima Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  WALIKOTA  TENTANCG  PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1.
4

3.
4,

Daerah adalah Daerah Kota Bima.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Bima,

Walikota adalah Walikota Bima.

Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas vang
membidangi ketahanan pangan di Kota Bima,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala
Dinas yang membidangi ketahanan pangan di
Kota Bima,

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinyva
pangan bagi rumah tangga vang tercermin dari
tersedianya pangan vang cukup, baik jumlah,
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayari
dan air, baik yang diclah maupun tidak diclah
yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan
pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan
masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat
untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi
keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak
harga.
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Cadangan ngan Nasional Hflﬂ]uh cadangan
pangan di seluruh pelosok wilayvah h'l"‘i“ﬂ'f‘“?i
untuk dikonsumsi Manusia, bahan baku indusir,
dan untuk menghadapi keadaan darurat terdin
dari cadangan pangan pemerintah dan cadanpgan
pangan masyarakat.

Lumbung Kelurahan adalah  lumbung pangan
vang dikelola oleb pemerintah Kelu rah:sln_

-Pangan lokal adalah pangan yang {11l{lt:hﬂ.'-1 tlan
dikembangkan sesual dengan  potensi sumber
dava wilayvah dan budaya setempal,

Cadangan pangan pemerintah ar!uh.:h pr:rrt;nd:mm
pangan yang dikelola atau chkuaﬁ.m oleh
pemerintah. Cadangan pemerintah terdin dar
cadangan pangan pemerintah kelurahan,
cadangan pangan pemerintah kota, cadangan
pangan pemerintah provinsi, dan cadangan
pangan pemerintah pusat.

Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan
pangan yang dikelola masyarakat atau rumah
tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan
industri rumah tangga.

Rawan pangan adalah kondisi suatu  daerah,
masvarakat atau rumah tangga yang tingkat
ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup
untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan sebagian hesar
masyvarakatnya.

Rawan pangan kronis adalah kondisi tdak
terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga
secara terstruktur dan bersifat terus menerus
sesual Peta Kerawanan Pangan.,

Rawan pangan transien adalah suatu keadaan
rawan pangan yang bersifat mendadak dan
sementara vyang disebabkan oleh perbuatan
manusia, bencana alam, maupun bencana social
termasuk juga terjadinyva perubahan terhadap
pola konsumsi pangan masvarakat akibat
perubahan musim, perubahan kondisi sosial
ekonomi maupun sebab-sebab lainnva,

Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak
menentu  vang mengancam Kehidupan sosial
masyvarakat vang memerlukan tindakan serha
cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat
disebabkan oleh terjadinyva bencana alam seperti
gempa bumi, letusan gunung berapl, tsunami,
angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan
gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya,
dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran
pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan
sosial vang menyebabkan masyarakat korban
mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu
mengakses pangan yang cukup untuk

mempertahankan hidup dan melaksanakan
kegiatan sehari-hari.



18. Gejolak harga pangan adalah kenaikan _hargﬂ
pangan tertentu yang bersifat pnl{ﬂk thi t]ngkziF
pasar yvang mencapai lebih dari 25 persen dar
harga normal.

19. Pemberdavaan masvarakat adalah suatu proses
dimana masvarakat, khususnva mereka vang
kurang memiliki akses kepada Rll.lmheni;-]ji{-'g
pembangunan didorong untuk semakin mandin
dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
Dalam proses ini masvarakat dibantu untuk
mengkaji kebutuhan, masalah dan pelualng dalam
pembangunan vang dimilikinyva sesuai dengan
lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka
sendiri.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan
Pangan Pemerintah Kota Bima tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

.1.] Penvelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah Kota Bima dimaksudkan untuk mendukung
penyvediaan cadangan pangan di daerah dalam
menghadapi keadaan bencana alam, krisis pangan,
keadaan darurat atau keadaan lainnya;

'2.) Penvelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah Kota Bima, bertujuan :

a. Meningkatkan penyediaan untuk menjamin
pasokan pangan yang stabil antar waktu dan
antar daerah.

b. Memenuhi kebutuhan pangan masvarakat vang
mengalami keadaan darurat dan kerawanan
pangan pasca bencana,

¢. Meningkatkan akses pangan kelompok
masyarakat rawan pangan transier khususnya
pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat
karena bencana mmaupun masvarakat rawan
pangan kronis karena kemiskinan,

BAB 111
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah
daerah adalah :
. Masyarakat di Kota Bima yang mengalami

kerawanan pangan akibat bencana alam atay
keadaan daru rat;



o]

Daerah rawan pangan transien kKhususnya pacla
daerah terisolir dan/atau dalam kondist darural
karena bencana maupun masvarikat  rawan
pangan kronis karena kemiskinan, |

_Hasil analisa kerentanan pangan melalul sistem
Kewaspadaan Pangan dan Grizi {Hi'{PI:]} <!:|I| P:-Im
Ketahanan dan Kerentanan Pangan/fFood Sccunty
and Vulnerability Atlas {FSVA) Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima; ,

4 Masvarakat yang terkena dampak gejolak harga;

5 Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Walikota;

Lt

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah  daerah selain
digunakan untuk penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah daerah dapat juga dimanfaatkan untulk

kerjasama dengan Kabupaten/kota lain  terutams
ketika ada bencana.

BAR IV
PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan
dan penvaluran cadangan pangan pemerintah

daerah dibentuk Tim Pelaksana Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima.

2.) Tim sebagaimana dimaksud
bertanggungjawab dalam mengupavakan

kelancaran penvediaan penyaluran ecadangan

pangan pemerintah daerah sampai tittkk lokasi
kelompok sasaran.

pada avat (1)

(3.) Pengﬁlglaan Caldangan Pangan Pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
dilakukan secara transparan dan akuntahbel,

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional
gadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7
diselenggarakan kegiatan :

. PeETencanaan;
- pengadaan;

penyaluran / pendistribusian;
. pengelolaan:

- Pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan,

Mmoo g ®




Pasal 8

1) Perencanaan  cadangan  pangan - pemerintah
dacrah  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 7
huruf a, dilakukan  oleh  pemerintah daerah
melalul kegiatan:

a. inventansast cadangan pangan;
b. penghitungan kebutuhan pangan;
¢. prakiraan kekurangan pangan
keadaan darurat,
d. penganggaran.
2} Kegiantan perencanaan sebagaamana dimaksud pada

dan/atau

avat (1) dilakukan setap 1 (satu) tabun dan
ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  Dinas
ketahanan Pangan.
Pasal 9
(1.} Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan :
a. data jumlah penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga)
bulan sekali;
¢, ketersediaan pangan;
d. frekuensi  dan/atau  perkiraan terjadinva

bencana; dan
e. bentuks atau jenis bahan pangan.
(2.) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dalam
bentuk bahan pangan pokok atau beras.

Pasal 10

g'n]tuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah
alam jumlah dan mutu sesuai dengan standar van
berlaku, dilakukan perencana - 5

an  penggantian dan
penyegaran cadangan pangan, :

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan cadan daerah
adangan pangan i

: s pemerintah ;
disesuaikan dengan  rencana ¢

nggantian  da
Penyegaran cadangan r ud
; Pangan sebagaimana dimaks
(:alarn Pasal 10 yang dilakukan : ® SRS
- 8ecara periodik sesuai dave 1
A P ya tahan s
gesamn Jumlah yang disalurkan: mpan dan
) 1
dzr:ig;:tar:ie;]gtutamakan pembelian bahan pangan
ari €lempat atau kelurah: i
e ; . ; an sekitarnva;
dig;:ssgr}f:nya;ing disepakati untuk sctiap kiingram
engan i
T g ketetapan harga pembelian

b.




d onpabiln tenudi perabahon adase b by
penjuidian beran o viang, thitetaplomn berdosan kan
Pevitinnn Menter Kevnnpnn dalion tahin
Dersangkutnn  minka akan dhadakan addenduam
perabahinn hiagine beras untuk  menmmbah
kelurnpan atos selish harga tersebut;

¢ Dinag Ketahanoan Panpan bectanggongiawahy antok
memeliharn thin mempertanppungiawabkan
Kunlitas beras npar tetap sesund denpan kondis
mwnlnvi,

Bagian Keempal
Melansme Penvaluran/ Pendhistinbiusian

Pasal 12

Penvaluran  eadangan  pangan  pemerintah daerah

dilnkukan ¢

i, minimal 2.5% (dua koma  lima perseratus) dar
jumlah panpan yvang tersedin dan/atau disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan, dan

Lountuk  penanganan keadaan  darurat akibat
beneana, rawan pangan, dan gejolak harga pangan
tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk
tmasyarankat miskin,

¢. Hasil analisa kerentanan pangan melaluil sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gz (SKPD} dan Peta
Ketanhanan dan Kerentanan Panpgan/ Foeod Security
and Vulnerability Atlas  (FSVA) Dinas Ketahanan
Panpgan Dmerah Kota Bima;

Pasal 13

Sasaran penyaluran cadangan pangan

Kelurahan meliputi:

a. Rumah Tangga Miskin (RTM);

b, Lanjut Usia (Lansia); dan

€. Masyarakat umum  sebagai  akibat terjadinva
bencana alam dan bencana sosinl, anak balita

kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu
menyusui.

pemerintah

Pasal 14

11.) Dz_ﬂam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga
Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
pemerintah Kelurahan terlebih dahulu melakukan
pendataan.

[ o 1 o -

2. Ddtla dimaksud pada avat (1) dilaporkan secara
berjenjang antar susunan pemernintahan.

Pasal 15

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok
sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh
Dinas  Ketahanan  Pangan, Kecamatan,  serta
Kelurahan yang berkoordinasi dengan Walikota selakuy




T T

Retua Dewan hetalunan Pangan hota B sesiig

penpbatan benkut

| Dinas hetalanan Pangan membentonk Ton ik
mengrdentitihas lohase dan P ekl e
Bravned vy

S IThuans Ieetshonm Pangsan menavet b
s anhat penernia bantuan brerris

3 Bendasarkan  hasl adentibis P prelaksan,
hepala Thias hetalaman  Pangan  mengaguhkan
perintaan hebutuhan Deris hepada Walthota,
denan pelampirhan ot dan ilonmese menge i
a Jrrmlady dan s i memstlann ket anan

pangan pasea bencana sebugan adabat benvana
alam dan atau keadaan dararat, dan

b domlahy kebutihan beras untuk dsalurhan

4 Untuk penanganan Betteana dalam wilivah hoti
Hima dengan penvaluran beras Cadanan Pangan
Pemerintah doerah maksinal 200 ke cuhup dengan
Sh hepala Dinas hetahanan Pangan dan Benta
Acirn Penverahan Barang,

Pasal 10

Tun Pelaksana Dimas  ketahanan Pangan  membual
Berita Acara Serah Terima bantuan kepaudnn setap
kelompok  sasaran  dang diketahui  oleh pihak
hecamatan dan kelurahan

Pasal 17

Buna  penvaluran bantuan dan gudang  cadangan
paangan pemenntah daerah ke nink ot pemvaluran
menjadi tanggungiawab Pemenntah hota Bana,

BAL Y
RERJASAMA

Posad 18

Ay Untuk mendukung  pengembangan cadangan
pagan, Dnns ketahanan Pangan dapat
melakukan kenusama dengan Badan Usabin atan

. Unit Usaha lninnyva dengan peesetujuan Walikota

,.!1H1.:'r_in.~'-unm sehagaimana dimaksud pada avat (1),
diprioritaskan untuk kepentingan  pengembangan
usitha vang menguntungkan

Fasal 19

) Hlnk dan kewapban dalom kerasama sebagiimana
dimaksud dalaom  Pasal 18  dituangkan

5 n.nnll::uh perjanjinn kenosama,

(2:) i\gr_]i_m:*_-mn sebagnimana dimaksud pada avar (1),
diprionituskon untuk kepentingan  pengemibangan
usithe yang menguntungkan,

tladam




\3.] Naskah perjanjian kerjasama SH_hagalnmrm
dimaksud pada avat (1), ditandatangam oleh para
pthak yang melakukan kerjasama. e

(4.} Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pdlcld
avat (1) dilakukan untuk jangka wa.;k'fu pr;_lhng
sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan, |

'5.) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan
perjanjian kerjasama secara_ber}{ala per-tahun,
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan penyelenggaraan cadangan pang:f.m
pemerintah daerah bersumber da.r"ll Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

|2.) Pengadaan,  penvimpanan, perawatan, dan
pendistribusian cadangan pangan pemerintah
daerah dibiayai oleh APBD Kota Bima termasuk
biaya operasional pendistribusian cadangan pangan
dari gudang ke lokasi menjadi tanggung jawab
Dinas Ketahanan Pangan.

:3.) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan
pemerintah di Kota Bima dialokasikan sebesar
untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen 100
(seratus} ton beras yang dianggarkan secara
bertahap dalam beberapa tahun.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUAS]

Pasal 21

(1.) Setiap  penggunaan cadangan pangan untuk
penanggulangan rawan pangan pasca bencang
dan/ atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk
masyarakat miskin dan rawan Pangan serta untuk
balita giji buruk dilaporkan oleh Kepala Dinas
!{etahanan Pangan kepada Walikota yYang memuat
Jumlah penggunaan termasuk Kecamatan dan
Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan
pangan daerah di gudang cadangan pangan secara
periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewakty-
waktu apabila diperlukan.

(2.) Walikota menvampaikan laporan kepada Gubernur
tentanlg penvelenggaraan cadangan pangan
pemenntah daerah secars berkala setiap 1 laétu]
t'c}hun, dan/atau sewaktu-wakty apabila

.. diperlukan,

3. Mater"i_ laporan penyelenggaraan cadangan pangan
Pemerintah daerah meliputi: perencanaan
Pengadaan, dan penyaluran, ‘




Pasal 22

'1.) Walikota dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
melakukan pemantauan dan  evaluasi terhadap
laporan penyelenggaraan cadangan pangan
pemerintah daerah. _

'2)) Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi
secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan
pangan berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 23

|1.) Walikota melakukan pembinaan terhadap
penvelenggaraan cadangan pangan pemerintah
daerah yang meliputi :

a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan
cadangan pangan pemerintah daerah;

b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan
cadangan pangan pemerintah daerah melalu
bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan
koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
cadangan pangan pemerintah daerah;

d. strategi pencapaian kinerja;

e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah; dan

f. kerjasama antar daerah dan/atau
pengusaha skala Kota.
(2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

dengan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih  lanjut mengenai pelaksanaan

Peraturan Walikota ini diatur oleh Pembina Teknis
Urusan Ketahanan Pangan.



Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan  Peraturan Walikota in1 dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 13 November 2018

WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Kota Buna MUHAMMAD LUTFI
pada tanggal, 23 NOVimber 2018
SHKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHT:
BFERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR Y34



